KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : Kpts. 289/IV/2018

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGAN PEMBERIAN CUTI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

Menimbang

Mengingat

GUBERNUR RIAU,

: a.bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian

Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian
Cuti Pegawai Negeri Sipil, pada lampiran disebutkan Pejabat
Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan sebagian
wewenangnya kepada pejabat di lingkungannya untuk
memberikan cuti, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan ini;

b.bahwa untuk kelancaran pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil
pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi
Riau, perlu dilakukan pelimpahan wewenang penandatangan
pemberian cuti;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan
Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Riau;

: 1.Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera
Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia. 5679);



4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun
2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861);

" MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

: Melimpahkan Kewenangan Penandatanganan Pemberian Cuti

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

: Kewenangan penandatangan pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil

sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilimpahkan
kepada Kepala Perangkat Daerah tempat bertugasnya Pegawai
Negeri Sipil yang bersangkutan.

: Kewenangan penandatanganan pemberian cuti Pegawai Negeri

Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua terdiri atas:
Cuti Tahunan;

Cuti Besar;

Cuti Sakit;

Cuti Melahirkan; dan

e. Cuti Karena Alasan Penting.

RO DD

: Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum

Kedua dikecualikan bagi Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan
Sekretariat Daerah Provinsi Riau.

: Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Dik.tum
Kedua, atas penyelenggaraan kewenangannya menyampaikan

laporan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Riau.

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru




